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Abstrak

Pendlitian ini dimaksudkan untuk Untuk meAganalisis proses pelaksanaan Koordinasi dalam Pembuatan Peraturan
Desa dan Untuk® mengidentifikas '=dan menganalisis faktor‘faktor penghambat “skoordinasi secara
fungsional/horizontal di desa semedang kecamatan kuala behe kabupaten landak.

Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya pel aksanaan koordinasi
dalam pémbuatan peraturan Desa yang dilakukan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaran Desa (BPD).dimana
hingga saat ini belum ada perturan Desa yang dibentuk khususnya tentang pegel olaan keuangan Desa. Subyek ‘dalam
pendlitian ini adalah’'Kepala Desa dan K etua Badan permusyawaratan Desa (BPD)

Kesimpulan dalam.penelitian ini adalah pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan peraturan Desa ini sulit tercipta
karena koordinasi antara Kepala Desa dan BPD tidak terdapat hubungan yang bersinergi.

Kata-kata kunci : Pelaksanaan Koordinasi, Pembuatan Peraturan Desa

COORDINATION IMPLEMENTING IN VILLAGE RULES MAKING IN SUMEDANG
VILLAGE KUALA BEHESUBDISTRICT LANDAK REGENCY

Abstract

Thesis. Rontianak. Science of governmental study program in cooperation between The faculty of socia and
political science with the local government-of west kalimantan.The research is aimed to analyze the process of
coordination implementing in village rules making and™ to identify ‘the hinder factors of coordination
functionally/horizontally in sumedang village kuala behe subdistrict landak regency. The thesis is based on the
problem that the coordination implementing in village rules making done by head of village together with village
legislator (BPD) not optimal which istill how there is no village rules that-hasbeen made expeciallyithe rules about
the village financial management. he-research informants are head of village and head of willage legislator
(BPD).The conclusion of the research is the coerdination implementing in village rules making is hard to achieve
due to the coordination between head of village and village legislator (BPD) which there is not senergic relation.

Key Words: Coordination implementing, village rules making
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Indonesia merupakan wilayah yang
dalam
pemerintahan diberikan otonomi daerahyang

luas maka menyelenggarakan
bertujuan untuk mengatur dan mengurus
wilayah  serta setempat
berdasarkan asal usul dan"adat istiadat yang
diskui dan dihormati dalam
pemerintahan, Negara Kesatuan Republik

masyarakat

sistem

Indonesia™ Dalam skala kecil pemerintahan

tombak dalam
pusat  sehingga. untuk

Desa” menjadi  Ujung
pemerintahan
menjalankan.. pemerintahan, Desa: harus
memiliki ;dasar dan aturan yang harus di
bentuk.
Dasar Peraturan Desa tersebut di
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang di

bentuk rangkamengatur
terbentuk berdasarkan pada asas peraturan
Undangan-undangannomor 6 tahun
2014tentang pelaksanaan Pemerintah Desa,
peraturan ini. terdiri atas peraturan desa,
peraturan bersama kepala desa, dan peraturan
kepada desa. Rancangan peraturan desa
tersebut di dibentuk oleh KepalaDesa.dan.di
bahas secara bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa  dalam  satu
koordinasi.

Koordinas yang bak sangat di
perlukan dalam hal ini agar aturan yang di

bentuk sesuai dengan penyelenggaraan
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Pemerintahan Desa  sehingga  tidak
menimbulkan perbedaan pendapat yang
mengakibatkan peraturan yang di buat tidak
sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasa
26 tentang Pemerintah Desa, Kepala Desa
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
trusan Pemerintahan, pembangunan Desa
dan pemberdayaan kemasyarakatan untuk
kesgahtraan Masyarakat Desa. Sedangkan
yangdimaksud penyelenggaraan
Desa adaah
pelaksanaan pemerintahan yang “dilakukan

pemerintahan kegiatan
oleh Pemerintah Desa.
Disamping itu ‘pemerintah Desa
sejajar
kedudukannya yaituBadan Permusyawaratan
Desa ( BPD) adalah Lembagarl egislasi dan
Pengawasan, menampung dan .menyalurkan
aspirasi
peraturan Desa, baik itu Peraturan Kepala

memiliki  mitra kerja yang

masyarakat desa,menyetujui
Desa maupunkeputusan KepalaDesa,' Dalam
pembuatan pertaturan Desa antara Kepala
Desa dengan Badan permusyawaratan Desa
harus  bertumpu  pada kepercayaan,
koordinasi, kerjasama dan saling menghargai
satu sama lain untuk _merencanakan dan
membuat-peraturan Desa sehingga peraturan
yang di buat sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapal untuk kesejahtraan Rakyat Desa.
Sgauh ini pelaksanaan koordinas
Badan
Permusyawaratan Desadi Desa semedang

Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak

antara Kepaa Desa dan
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terjalin tidak begitu baik. Menurut penelitian
Nopes scorpion (2010) tentang koordinasi
antara Badan Permusyawaratan Desa
denganKepala Desa di desa pulau komang
sentgjo. Ada beberapa ha yang menjadi
masalah dalam koordinasi pemerintah Desa
antara lainBadan Permusyawaratan Desa
yangjarang turun kekantor desa akibataya
tatap muka serta tukar fikiran dengan Kepala
Badan

Permusyawaratan ,Desa (BPD) sibuk“dengan

Desa kurang,Anggota

pekerjaan lain'yang ternyata‘'selain menjadi
anggota sBadan Permusyawaratan, = Desa
(BPD), anggota BPD juga mempunyai

pekerjaan difuar sebagai anggota
BPDSehingga tidak terfokusnya anggota
BPD untuk memikirkan kepentingan

masyarakat yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan  permasalahan  yang
diangkat, Penuliguga memukan masalah di
Desa [Semedang yaitu lemahnya koordinasi
yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD
dimangjarang mengadakan rapat,terjadinya
ketidak harmonisan yang berujung pada
konflik dan‘adanya kekuasaan yang berat
sebelah dimana terdapat
seharusnya Kepala Desa dan BPD adalah
mitra kerja tetapi dalam hal kedua-tembaga

ini adalah sebagai lawan yang tidak dapat

sifat “wyang

membangun koordinasi dengan baik.
Berdasarkan kejadian di atas pendliti
melihat bahwa adanya permasalahan yang
menjadi dasar untuk mengangkat masalah
dimana kurangnya pelaksanaan koordinasi
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yang dilakukan antara Kepala Desa dengan
Badan Permusyawaratan Desa dalam
pembuatan peraturan Desa, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak

berjalan dengan optimal.

1.1. Fokus penelitian
Berdasarkan penjelasan pada latar
belakang di=atas maka fokus penelitian yang
diangkat dalam penelitianini ialah :
1.~ proses pelaksanaan koordinasi dalam
pembuatan peraturan Desa di Desa di
Desa Semedang Kecamatan Kuala

Behe Kabupaten Landak.
2. Faktor yang menghambat koordinasi
fungsiona dalam pembuatan

peraturan Desa di Desa,Semedang
Kecamatan Kuala Behe Kabupaten
Landak.

127 Perumusan Masalah

Berdasarkan ruang
permasalahan  tersebut  diatass dapat
dirumuskan permasalahan yaitu :

lingkup

1. Bagamana proses : Pelaksanaan
Koordinass dalam Pembuatan
Peraturan Desadi Desa Semedang
Keecamatan Kuala Behe
Kabupaten Landak?

2. Mengapa Koordinas fungsional
antara Kepala Desa dan BPD
dalam pembuatan peraturan Desa
di Desa Semedang Kecamatan
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Kuala Behe Kabupaten Landak
belum optimal ?

Tujuan pendlitian

1. Untuk  menganalisis  proses
pelaksanaan Koordinasi dalam
Pembuatan Peraturan Desa di
Desa Semedang Kecamatan Kuala
Behe Kabupaten Landak.

2. Untuk  mengidentifikass  dan
menganalisis faktor-faktor
penghambat ‘koordinasi secara
fungsional/horizontal di. desa
semedang kecamatan kuala behe
kabupaten landak.

M anfaat Penelitian
15.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini
memberi  sumbangan bagi ilmu
Pengetahuan  khusunya dibidang
koordinasi, dan menjadi bahan
pustaka bagi mahasiswa Yyang
membutuhkan informasi -mengenai
penelitian ini.
15.2. Manfaat praktis

Hasil. dari penditian ini
diharapkan dapat menjadi*-masukan
dan sebaga pertimbangan bagi
pemerintah desa terutama Kepaa
Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa agar lebih memahami tugas
pokok dan dapat menjalin hubungan

koordinass yang bak  dalam
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melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk menentukan peraturan Desa
demi tercapainya penyelenggaraan
pemerintahan Desa yang optimal dan
lebih baik dimasa yang akan datang
sehingga masyarakat dapat merasakan
pelayanan dan kebijakan sistematis
yang teratur untuk kesinambungan

yang.harmonis.

B. KERANGKA TEORI DAN
METODOLOGI

1. Ciri-ciri Koordinasi
Menurut Handayaningrat (1985:118)

menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah

sebagai berikut :

a. Tanggung jawab koordinas terletak
pada pimpinan. Oleh karena itu
koordinas adalah menjadi wewenang
dan tanggung jawab daripada
pimpinan. Dikatakan bahwapimpinan
berhasil, karena ia telah melakukan
koordinas dengan baik.

b.% Koordinasi adalah; suatu usaha
kerjasama. Hal ini.disebabkan karena
kerfasama merupakan syarat mutlak
terselenggaranya koordinasi dengan
sebaik-baiknya.

c. Koordinas adalah proses yang terus
menerus (continues process). Artinya

suatu proses yang berkesinambungan



Governance, Jurnal S-1 IiImu Pemerintahan Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016

daam rangka tercapainya tujuan
organisasi.

Adanya pengaturan usaha kelompok
secara teratur. Hal ini  disebabkan
karena koordinasi adalah konsep yang
diterapkan didalam kelompok, bukan
terhadap usaha individu tetapi
sgjumlah individu yang berkejasama
di dadam kelompok untuk™ mencapai
tujuan bersama.

Konsep kesatuan tindakan adalah inti
daripada koordinasi. Hal ini berarti
bahwa pimpinan harus mengatur
usaha-usahaltindakan-tindakan
daripada “setiap kegiatan “- individu
sehingga diperoleh adanya keserasian
di .dalam sebagai kelompok dimana
mereka bekerjasama.

Tujuan koordinasi adalah tujuan
bersama (common purpose).
Kesatuan usahaltindakan meminta
kesadaran/pengertian kepada semua
individu, agar Ikut serta
melaksanakan tujuan bersama sebagai

kelompok dimana mereka bekerja.
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wewenang dan tanggung jawab tiap-
tigp satuan kerja (unit kerja) kurang
jelas. Disamping itu adanya hubungan
dan tata kerja serta prosedur kurang
dipahami oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dan kadang-kadang
timbul keragu-raguan diantara
mereka.  Sebenarnya  hambatan-
hambatan yang demikian itu tidak
perlu Karena antara yang
mengkoordinasikan dan yang
dikoordinesikan  adas  hubungan
komando dalams susunan ‘erganisasi
yang bersifat hierarkis.

b. Hambatan-hambatan dalam
koordinasi fungsional/harizontal
.Hambatan-hambatan yang timbul
pada koordinas fungsiona baik yang
horizontal maupun diagonal
disebabkan karena antara lyang
mengkoordinasikan dengan | yang
dikoordinasikan  tidak  terdapat
hubungan hierarkis (garis komando).
Sedangkan  hubungan  keduanya
terjadi karena adanya kaitan bahkan

Menurut "Soewarno © Handayaningrat interdepedensi  atas ;fungsi masing-
(1989:129) berbagai faktor yang dapat masing.

menghambat tercapainya koordinasi....itu AdapunThal-hal yang biasanya menjadi

adalah sebagal berikut : hambatan dalam pelaksanaan koordinasi
a. Hambatan-hambatan dalam antaralain:

koordinasi vertikal (struktural) 1. Parapejabat sering kurang menyadari

Dalam koordinasi vertikal (struktural) bahwa tugas yang dilaksanakannya

sering terjadi  hambatan-hambatan hanyalah merupakan sebagian sga

disebabkan perumusan tugas, dari  kesduruhan tugas dalam
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organisas untuk mencapai tujuan
organisasi tersebut.

Para pegabat sering memandang
tugasnya sendiri sebagal tugas yang
paling penting dibandingkan dengan
tugas-tugas lain.

Adanya pembagian kerja atau
spesialisasi yang berlebihan dalam
organisasi.

Kurang jelasnya.rimusan tugas atau
fungsi, wewenang dan tanggung
jawahsdari masing-masing pejabat
atau satuan erganisasi.

Adanya proSedur dan tata kerja yang
kurang jelas dan berbelit-belit dan
tidaks. diketahui oleh semua: pihak
yang bersangkutan dalam usaha
kerjasama.
Kurangnya kemampuan dari
pimpinan untuk menjalankan
koordinas yang disebabkan oleh
kurangnya kecakapan, wewenang dan
kewibawaan.

. Tidek atau kurangnya forum
komunikasi diantara para pejabat
yang bersangkutan yang ‘dapat
dilakukan = dengan saling tukar
menukar informas dan™diciptakan
adanya sding pengertian guna
kelancaran pel aksanaan kerjasama.
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C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu ( Sugiyono 2011 : 3)
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah.
Penelitian ilmiah dapat di artrikan
sebagai=suatu kegiatan untuk menemukan
pemecahan masalah yang diteliti. Metode
merupakan suatu cara atau proses yang
digunakan dalam melakukan penelitian.

Pada penelitian:, kali inijs, pendliti
menggunakan  paradigma  penélitian
kualitatif. Paradigma Penelitian kualitatif
karena pada penelitian kualitatif cocok
digunakan untuk meneliti, masalah
penelitian yang belum gelas, untuk
memahami makna dibalik*data yang
tampak, untuk memahami interaks
sosial, mengembangkan teori,
memastikan  kebenaran  data,’ serta
meneliti . sgarah  perkembangan  (
Sugiyono, 2012: 34).

Selanjutnya dalam penelitian ini
digunakanPurposive sampling karena
dalam purpose sampling pengambilan
sampel*dilakukan secara senggja dan
telah sesua dengan semua persyaratan
sampel yang akan diperlukan yang
meliputi sifat-sifat, karakteristik,ciri dan
kriteria sampel tertentu dimana dalam hal

ini  pengambilan sample juga harus
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mencerminkan populasi dari sample itu

sendiri.

D. PEMBAHASAN

5.1 Proses Pelaksanaan koordinas
5.1.1. Penanggung jawab K oordinasi
Tanggung jawab menurut kamus
umum bahasa indonesia“adalah kewgjiban
memikul, menanggung segala sesuatu atau
memberikan »Jawaban “dan® menanggung
akibatnya’Bagi seorang pemimpin Tanggung
didalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

jawab sangat diperlukan
pemimpin dalam pemerintahan. Agar tugas
yang diberikan dapat dilaksanakan dengan
baik Tanggungjawab ini juga mengharuskan
pemimpin untuk melakukan semua tugas-
tugas yang dibebankan kepadannya sebagai
wewenang yang diterimanya  atau
dimilikinya.

Tanggungjawab ini bersifat kodrati
artinya tanggungjawab sudah menjadi bagian
dari kehidupan manusia, untuk itu seorang
pemimpin harus,selalu berkoordinasi dengan
mitra kerjanya sehingga terjadi keselarasan
antara tugas yang dilaksanakannya-~Dengan
koordinas ini di harapkan mampu
mewujudkan sutu tujuan yang ingin dicapai
oleh organisasi.

Secara ingtitusional kedua lembaga
yaitu Kepala Desa dan BPD hubungannya

dalam pembuatan Peraturan Desa sama-sama
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mempunyai tanggungjawab. Di satu Sis
Kepala Desa mepunyai tugas menyusun dan
menetapkan peraturan Desa dan disis lain
BPD bertugas membahas dan menyepakati
peraturan Desa salah satu mekanisme yang
dapat dimanfaatkan sebagal media koordinasi
adalah musyawarah Desa. Musyawarah desa
adalah forum permusyawaratan yang diikuti
oleh  Badan

pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa

Permusyawaratan  Desa,

yang bersifat strategis .
5.1.2. koordinasi sebagai usaha kerjasama
Kerjasama -adaleh usaha bersama
antara orang perorang atau kel ompok “untuk
mencapai suatu tujuan bersama. Usaha dalam
mencapal kerjasama di tunjukan.dalam usaha
kelompok untuk menyelaraskan tujuan yang
ingin di capai. Kerjasama Kepala Desa dan
BPD di Desa semedang nampaknya sulit
untuk terealisasi dengan baik karena sejak
awal kelihatan sudah ada benih-benih konflik
d antara Keduannya yang muncul
kepermukaan yang cenderung mengarah
pada -konflik kepentingan artinya bahwa
adanya rasa tidak terima dari satu pihak atas
Keegoisan ‘dari individu yang merumuskan
kebijakan hal ini dapat diketahui dari hasil
wawanearayang dilakukan baik dari Kepala
Desa maupun BPD.
5.1.3. Koordinas sebagai proses continues
process
Dalam

peraturan Desa antara Kepala Desa dan BPD

pelaksanaan  pembuatan

harus mampu melakukan koordinasi secra
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terus menerus dimana pada proses koordinasi
perlu adanya sifat pemimpin yang di tutut
mampu dalam melakukan koordinasi secara
terus menerus, koordinasi akan membuahkan
hasil apabila dilakukan dengan siklus
koordinasi yang terus berjalan,tujuannya
iadlah agar dalam menjalankan koordinasi
segala keinginan yang ingin di capai dapat
terlaksana dengan baik. Begitusjga hanya
antara Kepala Desa dan_BPD yang terletak di

Desa Semedang,s" proses koordinasi di
hararpkan berjalansecara kontinuitas
dilakukan®™ antara= kedua lembaga ini,

mengingat apabila®hal tersebut dilakukan
maka hubungan 'yang sinergi antara kedua
lembaga dapat membuahkan koordinasi yang
ditnginkan:

Pada dasarnya untuk melakukan
koordinasi forum yang bak iaah saat
musyawarah Desa. Dalam pembuatan
peraturan Desa di Desa semedang
Musyawarah Desa yang dilakukan antara
Kepala Desa dan BPD berjalan dengan baik,
namun ketika pada saat pembuatan-Peraturan
Desa untuk menentukan pengelolaan
keuangan Desa,terjadi konflik yang “tidak
sesuai dimana adanya perbedaan pendapat
dan kepentingan pribadi yang dikuasai..oleh
Kepaa Desayang tidak sesuai dengan
pendapat dan masukan dari pihak BPD
sehingga adanya rasa tidak peduli dari pihak
BPD yang menganggap Kepala Desa terlalu

berkuasa.
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5.1.4. Koordinas
tindakan.
koordinas sebagal kesatuan tindakan

sebagai kesatuan

tindakan disini dimaksudkan agar aktivitas-
aktivitas yang dilakukan antara intitusi-
institusi yang terlibat secra langsung dalam
suatu kegiatan, dapat diarahkan kearah tujuan
dan.sasaran yang ingin dicapai. Institusi yang
dimaksud-dalam penelitian ini adalah secara
yuridis, formal,™=dan kompeten untuk
membentuky, peraturan "Desa, dan untuk
mewujudkan terbentuknya peraturan Desa
maka kesatuan tindakan antara Kepala Desa
dan BPD perlu tercipta.
5.1.5. Tujuan Bersama (Common purpose)
Daam mencapai
kesadaran dari

dalam sebuah organisasi sangat diperlukan

tujuan bersama
masing-masing, individu
sama hal nya dengan Kepala Desa dan BPD
dimana pemimpin dari Kedua lembaga ini
kecakapan dalam
melakukan sesuatu bersama.Dalam Undang-
undang No 6 tahun 2014 untuk melakukan

kerjasama kususnya dalam pembuatan

sangat  diperlukan

peraturan Desa di jelaskan bahwa rancangan
peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa
dan di sepakati serta dibahas secara bersama
dengan-BPD™ artinya tujuan dari masing-
masing lembaga ini dituntut mampu
membangun kerjasama baik agar terciptanya
dalam

koordinasi yang  diharapkan

pembuatan peraturan Desa.
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5.2 Faktor penghambat dalam koordinasi
fungsional/horizontal

dalam

terjadi

karena antara yang mengkoordinasi dengan

Hambatan-hambatan
koordinas  fungsional/horizontal
yang dikoordinas tidak terdapat hubungan

hierarkis (garis komando). Sementara
hubungan keduanya terjadi karena adanya
keterkaitan diantara fungsi-fungs yang
dilaksanakan. Koordinasi* seperti ini dapat
dilihat pada kasus,di Desa Semedang dalam
hal proses pembentukan. Peraturan Desa,
dimana spelaksanaan  koordinasi, . antara
Kepala Desa dengan BPD berjaan tidak
sebagal mana mestinya. Hal ini tergambar
dengan jelas dalam proses pelaksanaan
dilihat dari aspek

tanggungjawab, perilaku dan sebgainnya

Koordinasi= " baik

K esamaannya menunjukan bahwa koordinasi

antara Kepala Desa dan BPD berjalan tidak

sebaga mana mestinya yang diharapakan.

5.2.1. Kesadaran pe abatdalam
melak sanakan tugas.

Pada " dasarnya kesadaran dapat di
artikan sebagaikeadaan seseorang dimana ja
tahu atau mengertis dengan jelas tentang apa
yang dilaksanakannya bak secara-tangsung
atau tidak langsung ia akan termotivasi untuk
melaksanakan tugas tersebut. Sehubungan
dengan itu BPD sebaga lembaga yang
bertugas dan berfungss membahas dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa, menampung dan
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menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
tentu sga harus di sadari bahwa betapa
penting dan strategisnya tanggung jawab dan
fungsi yang diembannya, dan hal ini harus di
aplikasikan oleh dunia empirik.

Daam ha ini
dimaksud  adalah
pemimpin/pgjabat. Daam melaksanakan

kesadaran yang

kesadaran  seorang

tugasnya Kesadaran atas tugas yang diemban
oleh * masing-masing “pejabat
menjadi masalah dimana, dalan melakukan
koordinas terkadang pejabat sering kurang

terkadang

menyadari bahwakewajibaan atas tugasyang
dilaksanakan kurang dipertanggungjawabkan
dengan baik dan tanggungjawab seorang
pemimpin sangatlah diperlukan didalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
pemimpin.

Kesadaran akan tugas merupakan
tanggungjawab yang sudah seharusnya
menjadi bagian dari jiwa seorang pemimpin
dimana harus mampu Melaksanakan tugas
bahkan

terlaksananya

mampu  berkoordinasi  demi
tujuan yang ingin dicapai.
begiturhalnya dengan Kepala Desa dan Ketua
BPD daam
pembuatan™ peraiuran Desa di Desa
Semedang Kuada Behe

Kabupaten Kedua pemimpin

pelaksanaan  koordinasi
Kecamatan
Landak.
lembaga ini terkadang sulit untuk menyadari
atas tugas yang dilaksanakannya sebagai
Koordinator pelaksana pembuatan peraturan

Desa sehingga kesadaran akan tugas ini
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menjadi  faktor  penyebab

pelaksanaan Koordinasi yang dijal ankan.

lemahnya

5.2.2. Sikap pejabat dalam melaksanakan

tugas

Sikap peabat merupakan suatu
kepekaan atau karakter yang dimiliki
seseorang dalam menyikapi Situasi dalam
lingkungan Kkerjanya. Sikap dan prilaku
pejabat atas tugas yang dilaksanakannya di
tuntut mampu menjadi panutan bagi
masyarakat.Namunspada kenyataannya tidak
di pungkiri bahwa terkadang sikap tersebut
menjadi ;aat dimana ada anggapan bahwa
tugas'yang di. emban adalah tugas yang
paling penting dengan tugas yang lainnya
sehingga tidak jarang akhirnyaterjadi ketidak
singkronan- dalam melaksanakan tugas,
pejabat dalam

melaksanakan tugasnya akan lebih bak

kapasitas seorang
apabila tidak memilliki rasa egois terhadap
pememmangan profesi yang diperoleh begitu
halnya‘antara Kepala Desa dan BPD di desa
Semedang yang dimana tidak :menunjukan
skap yang seras sebaga lembaga yang
saling berkaitan ha tersebut di tunjukan
ketida peneliti mewawancarai tentang Seauh
mana koordinasi “iyang pernah dilakukan
terhadap  Prhak—=Badan
Permusyawaratan Desa dalam pembuatan
Peraturan Desa ha tersebut ungkapkan

Kepaa Desa

KepalaDesa.

1.2.3. Pembagian kerja dan keelasan
Deskripsi
discription)

pekerjaan (job
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Masalah yang di
tentang pelaksanaan Koordinas dalam

angkat penéliti

pembuatan peraturan Desa Di Desa
Semedang Kecamatan Kuala Behe Kabupaten
Landak tentang pembagian kerja, Kepaa
Desa dan BPD adalah lembaga yang
seharusnya menjadi mitra dimana keduanya
saling membutuhkan yang memiliki tugas dan
fungs yang..saling melengkapi. Pembagian
tugas tersebut diantaranya Kepaa Desa
bertugas - menetapkan "= _peraturan Desa,
Kemudian pihak BPD melakukan rencana
Musyawarah  atas” . usulan  masyarakat
kemudian dibahas bersama kepala "Desa,
koordinasi antara Kepala Desa dan BPD jini
sangat’ diperlukan agar aturan yang |di
inginkan dapat membawa hasil hagi
masyarakat.

Sedangkan Deskrpisi

pekerjaan sangat diperlukan dalam proses

Keelasan

perumusan tugas dan fungsi agar pelaksanaan
tugas yang dijalankan tidak semepa-mena
sehingga dijalankan dan sesuali’ dengan
tupoksi-yang telah diemban, kurang jelasnya
rumusan tugas dapat menjadi koordinasi
terhambat ‘sehingga tidak berjalan seoptimal
mungkin. Dalam Deskripsi pekerjaan ini
antara.Kepaa Desa dan BPD harus memiliki
kgelasan rumusan tugas dan fungsi, agar
saling mengerti dengan tugas yang sekarang
diemban dan segala sesuatu yang dijalankan
dalam
Koordinasi dalam proses pembuatan praturan
Desa dapat diselaraskan.

pemerintahan  Desa  maupun
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5.2.4. Prosedur dan tataKerja
—tahagpan dalam sebuah
sangat

Tahapan
pekerjaan  ini mempengaruhi
pel aksanaan kerja dimana urutan atau tahapan
ini menuntut bahwa adanya proses yang
harus jelas tidak berbalat-belit sehingga dari
tahapan ini menjadi sebuah rencana yang
dijalankan secara matang dan mebuahkan
(2010:17)

prosedur adalah suatu susdnan teratur dalam

hasil. Menurut Kamarrudin
sebuah kegiatan yang berhubungan satu
dengan yang Jlannya danprasedur-prosedur
yang dalam
melaksanakan kegiatan utama dalam sebauh

berkaitan = memudahkan
organisasi sedangkan tata kerja adalah suatu
cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah
pekerjaan agar terlaksana dengan efektif dan

efisien.

525. Tingkat Kemampuan dalam
Komuniukas
Tingkat kemampuan dalam

Komunikass merupakan ha yang sangat
penting dalam melakukan koordinasi dimana
kemampuan, ini menjadi tolak ukur “untuk
menciptakan hubungan yang_harmonis antara
dua lembaga. péngertian tingkat kemampuan
dalam komunikas “ladalah kemampuan yang
meliputi pengetahuan, keterampitan-dan.sikap
yang sesual dalam mengelola pertukaran
pesan verba dan non-verbal yang berdasarkan
Tingkat

patokan-patokan tertentu.

kemampuan komunikasi ini harus mutlak
dimiliki

menjalin mitra yang mampu melakukan

seorang pemimpin  agar dapat
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kerjasama begitu halnya antara Kepala Desa
dan Ketua BPD harus dituntut mampu
memilki kemampuan komunikas yang baik
agar dalam melaksanakan sebauh pekerjaan
dapat membuahkan hasil yang ingin di capai

secara bersama.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis
sebelumnya maka; peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan sKoordinas ‘dalam

pembutan peraturan " Desa di  Desa
Semedang Kecamatan Kuala Behe
Kabupaten Landak trnyata sudah cukup
dilihat
dari,penanggungjwab  Koordinasi dan

baik terutama

tujuan bersama.

2. Namun dilihat dari proses pelaksanaan
koordinasi ternyaata prinsif-prinsif tidak
sesual dengan undang-undang No 4 tahn
2014-dan Pemendagri No 111 tahun 2014.

3. Dilihat dari proses pelaksanaan koordinasi
Khtsusnya © pembuatan peraturan Desa
tentang pengelolaan keuangan ternyata

disebabkan

beberapa faktor diantaranya kurangnya

jugas=tidak™ sesuai hal ini

Usaha kerjasama, kordinasi yang tidak

berjalan  terus  menerus,  kesatuan
tindakanyang tidak menyatu.
4. Faktor penyebab kurangnya koordinas

terutama disebabkan oleh kurangnya
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kesadaran pejabat dalam melaksanakan
tugas, sikap pgabat dalam melaksankan
tugas, pembagian kerja dan job
description, prosedur dan tata kerja yang
tidak teratur , dan kurangnya tingkat
kemampuan dan komunikas  para

pemimpin.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil
penelitian’yang telah di temukan di atas maka
dapat "diberikan saran-saran yang nantinya
dibarapkan dapat memperbaiki
Pel aksanaan

Koordinasi-dalam pembuatan peraturan Desa

ataupun
menyempurnakan  jalannya
inifbaik dari Phak pemerintah Desa maupun
dari pihak Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Semedang Kecamatan Kuala Behe
Kabupaten Landak dimasa-masa yang akan
datang. Saran-saran yang dimaksud adalah :
1. Perlu diciptanya komunikasi yang
harmenis antara K epala Desa dan BPD
2. Dalam '‘pelaksanaan Koordinasi, "pihak
Pemerintah Desa juga
diharapkanberkonsultasi dengan camat
khususnya dalam pembuatan-peraturan
Desa.
3. Perlu adanya tanggung jawab harus di
emban oleh kedua lembaga terutama
dari Ketua Badan Permusyawaratan

Desa maupun anggotanya dan juga
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halnya dengan kepala Desa beserta
perangkatnya.

4. Perlu adanya paradigma baru tentang
keseimbanagan
sebaiknya Kepala Desa dan BPD
adalah pendamping dan juga mitra

kekuasaan,  yang

kerja atas kegiatan yang dilakukan.
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